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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang telah selesai
menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bontang tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang
dijadikan acuan pelaksanaan program kerja. Renstra ini disusun tidak terlepas dari dokumen

perencanaan pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Di dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang tercantum tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun
2021-2026. Oleh karena itu, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang ini
dapat menjadi parameter atau tolok ukur kinerja selama periode lima tahun.

Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bontang untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara dan
pengelola bidang komunikasi, informatika, statistik serta persandian yang selalu berupaya
mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.
Masukan mengenai penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bontang Tahun 2021-2026 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini dapat meningkat dan
memberi kontribusi yang lebih baik bagi keberhasilan program dan kegiatan Pemerintah Kota
Bontang yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Bontang, 28 Oktober 2021

Kepala Dinas

Drs. DASUKI, M.Si
NIP. 196706081992031016
Pembina Utama Muda (1V/c)
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BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pemerintah daerah
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Renstra ini
merupakan instrumen mewujudkan visi misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah selama lima tahun ke depan sesuai fungsi masing-masing

perangkat daerah.

Renstra ini menjamin adanya konsistensi antara perencanaan dengan
pemilihan program serta kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Penyusunan renstra di masing-masing perangkat daerah
juga memastikan agar stakeholder dapat berkomitmen dan memperkuat
landasan penentuan program serta kegiatan setiap tahun secara
sistematis. Oleh karena itu, renstra akan memudahkan perangkat daerah
memonitoring seluruh program, kegiatan, hingga sub kegiatan yangs
sedang berjalan dan yang akan datang, mengukur kemajuan

pelaksanaan tugas, hingga hasil yang harus dicapai.

Penyusunan renstra yang sistematis dan terpadu menghasilkan
keterkaitan dalam dua hal, yaitu keterkaitan antara visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan termasuk juga
kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan sebagai
instrumen untuk mengukur kinerja tersebut. Selain itu. Renstra perangkat
daerah juga menunjukkan keterkaitan antar perencanaan dengan
penganggaran di OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen-
dokumen tersebut terdiri dari dokumen Rencanan Kerja (Renja) dan

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
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Dalam proses penyusunan, renstra perangkat daerah harus mengikuti
prosedur dan tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan ini memuat proses penyusunan
Renstra dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan
rencangan awal, penyusunan rancangan, forum perangkat daerah,

penyusunan rancangan akhir, dan penetapan.

Selain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, proses penyusunan dokumen renstra perlu melihat dokumen lain.

Gambar 1-1 Hubungan Dokumen Renstra dengan Dokumen Lain
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Dalam bagan tersebut terlihat bahwa seluruh dokumen perencanaan dari
level daerah hingga nasional saling terkait. Dalam konteks ini, renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang perlu melihat dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bontang sebagai pedoman. Renstra perangkat daerah pun setelah
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1.2

ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan

tahunan (Renja).

LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang, adalah sebagai berikut:

10.

11.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;

Undang-Undang R.l. Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang telah diubah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, = Kodefikasi, dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1995 tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada
Masyarakat.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81
tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di
Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Informasi.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJP Kota
Bontang.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Bontang Tahun 2016-2021.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kota
Bontang.
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22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bontang;
23. Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 MAKSUD

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bontang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Acuan penyusunan Rencana Kerja serta Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA);

2. Pedoman bagi seluruh perangkat organisasi untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama

5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang adalah sebagai berikut:

a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah serta wakil
kepala daerah Kota Bontang yang terpilih ke dalam dokumen
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang untuk

memberikan pelayanan publik yang prima;
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c. Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan
kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama 5 (lima)
tahun ke depan,;

d. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi kinerja Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dan susunan garis besar isi dokumen Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan

Bab Pendahuluan berisi tentang penjelasan pentingnya penyusunan
dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bab ini terdiri
dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penulisan Renstra.
Bab Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang tugas pokok
dan fungsi, sumber daya, capaian kinerja Renstra periode sebelumnya
maupun capaian program prioritas perangkat daerah yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnyaserta

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
Bab Ill Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Perangkat Daerah

Bab Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Perangkat Daerah
mengidentifikasi beberapa hal seperti permasalahan perangkat daerah
berdasarakan tugas dan fungsi, telaah visi, misi, dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra lain yang terkait, telaah Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan
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penentuan isu-isu stretagis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Bontang.
Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab Tujuan dan Sasaran berisi pernyataan tujuan dan sasaran beserta
indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bontang
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab Strategi dan Arah Kebijakan memuat pernyataan strategi serta arah
kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan berisi tentang
rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Bontang.
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi indikator kinerja
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang yang akan

dicapai 5 (lima) tahun mendatang.
Bab VIII Penutup

Bab Penutup berisi kesimpulan penyusunan dokumen Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.
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BAB 2.

GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini membahas seputar pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang pada periode
sebelumnya. Adapun isi dalam bab ini, yaitu tugas pokok dan fungsi, sumber
daya, capaian kinerja renstra periode sebelumnya serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Diskominfo Kota Bontang.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dibentuk melalui
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda
tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi
sebagai berikut:

2.1.1 TUGAS

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta
tugas pembantuan yang diberikan.

2.1.2 FUNGSI

Adapun fungsi yang dijalankan, adalah sebagai berikut:

a. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis pelayanan Informatika, data dan statistik.

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis pengembangan teknologi, komunikasi,
Informatika dan persandian.

c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
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d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan aesuai

dengan bidang tugasnya.

2.1.3 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Menurut Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah

sebagai berikut:

2.1.3.1 KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok, yaitu memimpin
Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan
peraturan dalam rangka membantu Wali Kota dalam
melaksanakan urusan komunikasi, informatika, statistik,
dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Adapun fungsi yang dijalankan, adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan program dan kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika.

b. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika.

c. Pengorganisasian dan  pembinaan  kepada
bawahan.

d. Penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika,
statistik, dan persandian.

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika.

F. Pelaksanaan tugas lain-lain.
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2.1.3.2 SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok, yaitu memimpin
dan melaksanakan kesekretariatan terkait dengan
keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum,
kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan
serta keuangan, dalam rangka mendukung mekanisme
kerja dan kelancaran tugas dan fungsi organisasi, serta
tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun

fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan program kerja sekretariat.

b. Pengorganisasian dan pembinaan  kepada
bawahan.
Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
program kerja Sekretariat.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.1.3.3 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
Publik mempunyai tugas pokok, yaitu memimpin dan
melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan
Informatika dan komunikasi publik sesuai peraturan
untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
daerah serta pelayanan Informasi publik. Adapun fungsi

yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan program kerja Bidang Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi Publik.
b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada

bawahan.
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c. Penyelenggaraan urusan pengelolaan Informasi
dan komunikasi publik.

d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.1.3.4 KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-
GOVERNMENT

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government
mempunyai tugas pokok, yaitu memimpin dan
melaksanakan urusan bidang Penyelenggaraan e-
Government berdasarkan peraturan yang ada untuk
membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang
transparan, efisien, dan memperlancar layanan antar
lembaga pemerintah dalam mewujudkan smart city.

Adapun fungsi yang dijalankan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan program kerja Bidang
Penyelenggaraan e-Government

b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada
bawahan.
Penyelenggaraan e-Government.

d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
program Kkerja Bidang Penyelenggaraan e-
Government.

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

2.1.3.5 KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai
tugas pokok, yaitu memimpin dan melaksanakan urusan
di Bidang Statistik dan Persandian berdasarkan

peraturan yang ada untuk pengelolaan data integrasi
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sistem Informatika, keamanan Informatika, dan
telekomunikasi. Adapun fungsi yang dijalankan adalah
sebagai berikut:

a. Perencanaan program kerja Bidang Statistik dan
Persandian;

b. Pengorganisasian dan pembinaan  kepada
bawahan;
Penyelenggaraan urusan statistik dan persandian;
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan
program kerja statistik dan persandian;

e. Pelaksanaan tugas lain-lain.

Adapun Struktur Organisasi Diskominfo Kota Bontang dapat dilihat pada
gambar di bawah ini:

Gambar 2-1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Kelompok Jabatan
Fungsional

ey
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2.2 SUMBER DAYA

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana. Berikut ini

rincian dari sumber daya tersebut.

2.2.1 KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia (SDM) atau kepegawaian merupakan
salah satu faktor yang sangat mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Diskominfo. Pada tahun 2020, jumlah SDM
Diskominfo Kota Bontang sebanyak 75 (tujuh puluh lima) yang
meliputi 32 orang berstatus ASN dan 23 orang berstatus non
ASN, serta 20 orang tenaga terampil. Jumlah pegawai
berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pegawai dengan jenis
kelamin laki-laki lebih banyak, yaitu sebanyak 45 orang (20 ASN;
11 Non ASN; 14 Tenaga Terampil), sedangkan jumlah pegawai
dengan jenis kelamin perempuan hanya sebanyak 30 orang (12
ASN; 12 Non ASN; 6 Tenaga Terampil). Adapun jumlah pegawai
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar di

bawah ini:

Gambar 2-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Sumber: LKIP Diskominfo Kota Bontang, 2020
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Berdasarkan analisis beban kerja menunjukkan bahwa jumlah
SDM yang dimiliki belum mencukupi. Sedangkan, ditinjau dari
tingkat Pendidikan sudah cukup memadai karena didominasi
oleh pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana dan
pascasarjana. Total pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana
yaitu 7 orang (5 laki-laki; 2 perempuan), sedangkan di tingkat
pascasarjana terdapat total 45 orang (22 laki-laki; 23
perempuan). Namun, dilihat dari segi kualitas SDM yang masih
terbatas dikarenakan belum optimalnya penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan struktural.

2.2.2

SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berupa inventaris,
kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana
tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam
kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat

dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan akhir bulan Desember 2020 sarana kerja yang

dimiliki Diskominfo, adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1 Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Jenis Sarana dan Prasarana

1 Tanah 0,00
2 Peralatan dan Mesin 17.338.128.030,00
3 Gedung dan Bangunan 1.406.380.162,00
4 Jaringan dan irigasi 333.234.646,00
5 Aset tetap lainnya 199.797.628,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00
7 Akumulasi Penyusutan (12.561.238.601,00)
Jumlah Aset Tetap 6.716.301.865,00

Sumber: LKIP Diskominfo Kota Bontang, 2020
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2.3 KINERJA PELAYANAN

Bagian ini membahas tentang tingkat capaian atau pelaksanaan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang periode 2016-2020.
Analisis terhadap capaian Renstra dilakukan dengan membandingkan
antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada
Renstra periode 2016-2020. Selain itu, juga menganalisis rasio
pelaksanaan anggaran dengan menyandingkan anggaran dan realisasi

anggaran.

2.3.1 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan
peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi
pembangunan aparatur negara melalui penerapan E-
Government, vyaitu penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi
pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan

pihak-pihak lainnya.

Kegiatan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGl)
merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan acuan
pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah; mendorong
peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan instansi
pemerintah; serta untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan
TIK. Kegiatan PeGl hanya dilaksanakan hingga tahun 2017
dimana Kota Bontang mendapatkan nilai 3,29. Untuk tahun 2018
kegiatan ini berganti penilaian menjadi Indeks Penguatan
Manajemen Pengelolaan TIK (PemanTIK) dimana Kota Bontang
mendapatkan nilai 3,68 dan nilai 3,30 pada tahun 2019 yang
dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Juga pada tahun
2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemePAN-RB) melakukan penilaian
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Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Bontang
mendapakan predikat baik dengan nilai 2,64 di tahun 2019 dan
meningkat menjadi 3,28 pada tahun 2020.

Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara
yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak setiap
orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk
meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan
masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan
informasi publik. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi
publik sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu mengalami
peningkatan. Pada tahun 2018 Kota Bontang mendapatkan nilai
88,4 dan meningkat sebesar 1,3 poin menjadi 89,7 di tahun
2020.

Kinerja pelayanan umum urusan komunikasi dan informatika
Kota Bontang tahun 2016 — 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-2 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016- 2020

Tahun
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Nilai Pemeringkatan e-Government Indonesia
(PeGi)

Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi

Publik 85,80 | 87,10 | 88.40 | 89,70

Indeks Pemantik - - 3,68 3,30

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) 2,64 3.28

2.3.2

URUSAN STATISTIK

Urusan statistik diarahkan pada pada peningkatan ketersediaan
data statistik daerah. Pelaksanaan urusan wajib statistik
dilakukan dengan memperhatikan pada indikator kinerja

program pengembangan data/informasi/statistik daerah yaitu
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ketersediaan data statistik pembangunan daerah. Hingga tahun
2020, Kota Bontang masih belum memiliki sistem data dan
statistik yang terintegrasi. Sehingga diperlukan sistem data yang
telah terintegrasi. Tetapi Kota Bontang telah memiliki sistem
Informasi yang dapat menginput data sektoral di masing-masing
organisasi perangkat daerah (OPD) bernama SIMPATIKU sejak
tahun 2019 tetapi belum terintegrasi dengan sistem yang
lainnya. Sehingga kedepannya perlu dilakukan pengembangan
sistem agar SIMPATIKU dapat menjadi bank data Kota Bontang

yang terintegrasi.

Tabel 2-3 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Tersedianya sistem data dan statistik yang ) ) ) ) ‘

terintegrasi

2.3.3

URUSAN PERSANDIAN

Salah satu yang dapat dihitung dari penggunaan persandian utk
pengamanan informasi adalah pemasangan SSL (Secure
Socket Layer), dimana SSL merupakan pengamanan terhadap
website/aplikasi yang sudah online. Rendahnya persentase
Perangkat Daerah yang teleh menggunakan sandi dalam
komunikasi Perangkat Daerah disebabkan masih minimnya
SDM teknis yang menangani urusan tersebut dibandingan
dengan sistem dan aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah

Kota Bontang.

Tabel 2-4 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Persandian Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Persentase Perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat 5 5 6 6 6

Daerah
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Gambar 2-3 Rasio Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2016-2020
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Perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dalam kondisi yang
tidak tetap atau berubah-ubah. Dilihat dari rasio antara anggaran dengan realisasi, maka tingkat capaian seluruh anggaran tidak
mencapai 100%. Realisasi yang paling rendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 72,33%, hal ini dikarenakan Dinas Kominfo belum
terbentuk dan masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Realisasi menunjukkan bahwa kinerja

pelaksanaan anggaran belum berjalan optimal karena tingkat capaian indikator kinerja pelayanan tidak mencapai 100%.
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2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

PELAYANAN

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi
tentunya tidak selalu berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tidak terlepas dari berbagai
permasalahan baik berasal dari internal maupun eksternal organisasi.
Kondisi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang
dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan

Diskominfo.

Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal
menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT ini menilai lingkungan
internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta
lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman
(threats). Berikut ini adalah hasil analisis SWOT yang dirangkum dalam

tantangan dan peluang, sebagai berikut:

2.4.1 TANTANGAN

Adapun tantangan yang dihadapi meliputi kelemahan dan

ancaman, adalah sebagai berikut:

2.4.1.1 KELEMAHAN (WEAKNESS)

e Kurangnya jumlah SDM Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bontang jika dihitung berdasarkan
analisis beban kerja;

e Kualtas SDM masih terbatas karena belum
optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis serta struktural;

e Sistem informasi SIMPATIKU belum terintegrasi
dengan sistem lainnya sehingga sampai saat ini Kota
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Bontang belum memiliki sistem data dan statistik
yang terintegrasi.

e Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
dalam optimalisasi fungsi media center dan

keamanan infrastruktur.

2.4.1.2 ANCAMAN (THREAT)

e Terbatasnya akses publik terhadap informasi publik.

e Belum optimalnya integrasi layanan pemerintahan
berbasis elektronik.

e Minimnya SDM teknis yang menangani urusan
persandian sehingga persentase perangkat daerah
yang menggunakan sandi dalam komunikasi rendah.

e Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Penataan dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi dianggap tidak relevan dengan
perkembangan dan kondisi riil saat ini.

e Belum tersedianya kebijakan tata Kelola keamanan

informasi.

2.4.2 PELUANG

Adapun peluang yang dimiliki meliputi kekuatan dan peluang,

adalah sebagai berikut:

2.4.2.1 KEKUATAN (STRENGTH)

e Adanya dukungan dari kepala daerah melalui visi
pembangunan daerah yaitu mewujudkan Bontang
Smart City.

e Tupoksi OPD mendukung pengembangan teknologi,

komunikasi, informatika, dan persandian.
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Tersedianya asset perangkat daerah untuk

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Ketersediaan anggaran.

2.4.2.2 PELUANG (OPPORTUNITY)

Adanya kepedulian dan komitmen dari pimpinan
daerah melalui visi pembangunan daerah yaitu
mewujudkan smart government dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bontang.
Terdapat janji politik kepala daerah terpilih untuk
Program Bontang Bebas Kuota.

Pengembangan e-government dalam
penyelenggaraan pemerintahan menjadi kebutuhan
perencanaan pembangunan yang diupayakan sejak
level pemerintahan nasional hingga provinsi.
Masyarakat Kota Bontang sudah melek internet dan
menjadi kota ke-4 untuk jumlah pemakai internet
terbesar se-Indonesia.

Adanya tuntutan dari masyarakat untuk pelayanan
publik yang transparan, efektif dan efisien.

Letak geografis dengan struktur perbukitan menjadi
daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di bidang
Teknologi Informasi  melalui pembangunan

pemancar penghubung/Tower.
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BAB 3.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini mengemukakan tentang permasalahan dan isu-isu strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang melalui identifikasi

dan penelaan terhadap tugas dan fungsi, visi, misi, program kepala daerah

dan wakil kepala daerah. Selain itu, juga menelaah berbagai dokumen seperti

RTRW, KLHS, dan Renstra K/L, serta Renstra lainnya. Hasil dari penelaan

tersebut kemudian dirumuskan isu-isu strategis Diskominfo Kota Bontang

untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi,
efisiensi, efektifitas, dan akuntanbilitas menjadi isu penting untuk
diperhatikan oleh semua institusi pemerintah daerah. Kondisi ini harus
dipandang sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi. Di samping
itu, semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi
pemerintah daerah untuk dapat menerapkan prinsip good governance
sebagai prasyarat untuk tetap mampu berkompetisi dengan berbagai

kompetitor baik yang berasal dari lokal maupun global.

Diskominfo dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsi dihadapkan
oleh berbagai masalah baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hasil identifikasi terhadap permasalahan pokok yang sesuai tugas pokok

dan fungsi Diskominfo, adalah sebagai berikut:
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Tabel 3-1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang

- Masalah Pokok Akar Permasalahan

Masih kurangnya transparansi

Data/ Informasi
Statistik Sektoral

2. Belum optimalnya peran
forum satu data

Belum Belum optimalnya informasi publik
Terbukanya pelaksanaan Masih kurzn nya SDM dan mitra
Badan Publik keterbukaan informasi ) 9 y
publik di lingkungan strategis pemerintah untuk
pemerintah kota menyebarluaskan informasi publik.
2 Belum optimalnva Masih kurangnya diseminasi dan
' artisi aZi mas yarakat layanan informasi publik yang
galamppenyebazluasan dilaksanakan sesuai dengan strategi
informasi program dan komymka&

Kegiatan pemerintah Masih kurangnya sarana pendukung
dalam optimalisasi fungsi media
center sebagai wahana diseminasi
informasi publik, pertukaran
informasi, serta pelayanan informasi
dan komunikasi publik

Masih 1. Belum tersedianya Kurangnya kapasitas Bandwidth

Rendahnya Tata layanan internet yang Belum tenntegrgsmya semua .

Kelola TIK ideal bagi layanan Layanan Pemerintahan Berbasis
publik, masyarakat dan Elektronik

Perangkat Daerah Keterbatasan SDM TIK yang

2. Belum optimalnya berkualitas

integrasi layanan Infrastruktur TIK yang belum

Pemerintah Kota me".‘ada'

Bontan Masih kurangnya sarana dan

9 prasarana untuk mendukung
keamanan infrastruktur TIK
Masih 1. Belum tersedianya K:;?:ﬁ;%iﬁ:?gan :r?tri]n nva
Rendahnya integrasi data statistik P - 9 p. g .y
Pemanfaatan sektoral peranan data/informasi statistik

sektoral sebagai dasar dan acuan
dalam perencanaan pembangunan
daerah dan pengambilan kebijakan
publik

Belum terpenuhinya kebutuhan
data/informasi statistik sektoral yang
yang berdaulat, terpadu, mudah
dibagipakaikan, dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah
diakses serta dapat mendorong
keterbukaan informasi publik
Kurangnya SDM Statistik yang
unggul dan berdaya saing dalam
rangka penyelenggaraan statistik
sektoral

Masih
Rendahnya
Tingkat
Keamanan
Informasi
Pemerintah

Belum terlaksananya
penerapan sistem
manajemen keamanan
informasi secara matang

Kurangnya kesadaran untuk
mengamankan informasi

Belum tersedianya kebijakan tata
kelola keamanan informasi
Kurangnya sarana dan prasarana
teknologi keamanan informasi
Belum berjalannya proses
identifikasi, deteksi, proteksi, serta
penanggulangan dan pemulihan di
bidang keamanan informasi yang
memadai
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3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaah visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih penting untuk dilakukan dalam dokumen Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika. Telaah tersebut bertujuan untuk
memperjelas posisi Diskominfo dalam mendukung ketercapaian visi,
misi, dan program tersebut sesuai dengan urusan yang diampuh. Selain
itu juga menggali permasalahan daerah sebagai dasar untuk
merumuskan isu strategis maupun permasalahan yang harus

diselesaikan oleh Diskominfo selama 1 (satu) periode mendatang.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kota Bontang periode

2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Bontang yang lebih Hebat dan

Beradab”. Visi ini ditopang oleh beberapan misi, sebagai berikut:

1. Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan
kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam
pembangunan.

2. Kota Bontang yang BERKELANJUTAN yang layak huni, cerdas dan
berwawasan lingkungan melalui pemantapan ekonomi, sosial
budaya, dan infrastruktur serta pelestarian lingkungan hidup.

3. Kota Bontang yang BERDAYA SAING dan SEJAHTERA melalui

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari ke tiga misi di atas, Diskominfo merupakan salah satu Perangkat
Daerah yang terlibat secara langsung dalam mewujudkan misi pertama.
Misi tersebut ingin menciptakan harmonisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
harus menjamin adanya harmonisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan sehingga roda pemerintahan daerah dapat berjalan
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini,

Diskominfo berperan dalam menyiapkan sarana dan prasarana
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pendukung berupa Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). TIK
membantu pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, seperti menyediakan aplikasi
maupun jaringan. Sementara itu, masyarakat juga mendapatkan
manfaat dari pengembangan TIK, seperti mempermudah interaksi antar
masyarakat, mempermudah akses masyarakat terhadap informasi
publik, dan sebagainya. Dengan demikian, Diskominfo harus
memastikan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus
berbasis elektronik. Dengan kata lain, tugas dan fungsi Diskominfo
adalah menjamin peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik
berdasarkan Teknologi dan Informatika. Adapun indikator Diskominfo

yang menunjang misi ini, adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Keterbukaan Informasi Publik yang berkualitas kepada
Masyarakat;

2. Menjamin Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Komunikasi Dan Informatika

Yang Memadai, Terintegrasi Dan Handal.

Selain pelaksanaan visi dan misi, Diskominfo juga mempunyai peran
untuk melaksanakan program pembangunan daerah yang merupakan
program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bontang
yang disampaikan dalam proses politik. Namun, dalam
pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar karena ada banyak faktor
yang mempengaruhi setiap prosesnya. Dengan demikian, maka
diperlukan identifikasi terhadap faktor penghambat maupun faktor
pendorong tersebut. Adapun hasil identifikasi dapat disajikan pada

tabel berikut ini.
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Tabel 3-2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kota Bontang yang lebih Hebat dan Beradab

Program Prioritas | Permasalahan

Pembangunan pelayanan
Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan kolaborasi
pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pembangunan
Program Bontang | 1. Belum 1. Belum optimalnya 1. Terselenggaranya
Bebas Kuota optimalnya sarana pendukung !nfrastruktur
(Internet Gratis) layanan keterbukgan ) Jarlngap WAN
informasi informasi publik berbasis leased
publik. . optimalisasi fungsi line VPN IP ke
2 Belum media center dalam seluruh PD Kota
optimalnya pela_yanan informasi Bor_1tang (16-unit
partisipasi public _ kerja)
masyarakat . B'elum' opt!malnya 2. Terselenggaranya
dalam diseminasi dan infarstruktur
penyebaran layanan informasi jaringan WAN
informasi public berbasis leased
3 Belum . Belum optimalnya line VPN IP ke 3
optimalnya kapasitas bandwitch Kecamatan
tata kelola . Belum optimalnya 3. Terlaksananya
dan layanan kapasitas SDM di edukasi literasi
TIK bidang TIK TIK bagi aparatur
4. Belum . Belum optimalnya dan masyarakat
optimalnya kapasitas melalui sarana
kematangan infrastuktur TIK dan prasarana
penerapan . Belum optimalnya TIK
sistem integrasi layanan 4. Tersusunnya dan
manajemen pemerintah akan
keamanan . Belum optimalnya diterbitkannya
informasi proses identifikasi, regulasi berupa
deteksi, proteksi, PERWALI
serta tentang e-
penanggulangan Goverment
dan pemulihan di
bidang keamanan
informasi
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN

RENSTRA PROVINSI

Tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang mempunyai hubungan

langsung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua instansi ini
sama-sama mengurus urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika. Renstra Kementerian Kominfo memiliki beberapa sasaran
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jangka menengah, yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui faktor

penghambat maupun pendorong. Berikut ini adalah hasil analisis

terhadap Renstra Kominfo, sebagai berikut.

Tabel 3-3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran Renstra

Permasalahan

No Kementerian

1 Meningkatnya Belum optimalnya e Belum Komitmen
cakupan jaringan tata Kelola dan meratanya pemerataan
pita lebar yang layanan TIK akses internet di akses internet di
cepat dan seluruh daerah wilayah non
terjangkau. Indonesia. komersial

e Rendahnya
permintaan
pasar terhadap
akses
telekomunikasi
dan tidak
adanya aspek
bisnis di daerah
non komersial
dan 3T
menyebabkan
penyelenggara
seluler enggan
membangun
infrastruktur di
daerah tersebut

2 Meningkatnya - Masyarakat masih e Kewenangan
cakupan wilayah belum familiar dalam
yang terlayani dengan penggunaan mengatur
penyiaran digital. digitalisasi radio penyiaran

maupun televisi digital
e Peningkatan
kapasitas
SDM

3 Meningkatnya - Letak geografis Kewenangan
konektivitas beberapa daerah di | dalam penguatan
layanan pos. Indonesia yang sulit | kebijakan terkait

dicapai (2.704 iklim industri pos,
kecamatan yang pengawasan, dan
belum tersedia titik kelembagaan
layanan jumlah pos);

4 Terwujudnya Produk hukum e Belum Kewenangan
konektivitas Next | daerah terkait meratanya Menyusun
Generation telekomunikasi akses kebijakan untuk
Broadband yang belum broadband di mendorong
Nasional. tersedia atau seluruh wilayah efisiensi industri

belum Indonesia; telekomunikasi
diperbaharui dan menjaga
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Sasaran Renstra

Permasalahan

No Kementerian
e Kurangnya level investasi
pembiayaan operator
menjadi telekomunikasi.
penghambat
pada pendirian
satelit di wilayah
pegunungan
atau kepulauan.

5 Meningkatnya e Pemahaman ¢ Meningkatnya
pemanfaatan literasi kebutuhan
spektrum masyarakat .teknolog'l dan
frekuensi radio terkait mformatl-ka
dan kualitas penggunaan yang lebih
pengelolaan frekuensi radio, cepat dan
layanan publik jasa pos, dan modern
bidang pos, telekomunikasi | ® Pembangunan
telekomunikasi belum merata. pusat
dan informatika. o Pada saat terjadi monitoring

bencana telekomunikasi
seringkali terjadi terintegrasi
kerusakan ¢ Keberhasilan
jaringan penataan
telekomunikasi spektrum
yang tidak frekuens_l radio
ditangani yang lebih
dengan cepat merata dan
dengan
kualitas yang
lebih baik di
periode 2019

6 Meningkatnya Belum optimalnya ¢ Perkembangan Perkembangan
pemanfaatan TIK | kapasitas SDM startup yang Internet of Things
di sektor ekonomi | dan infrastruktur belum merata di (IoT) Makers
dan bisnis. berbagai daerah | Creation;

dan belum
scale-up secara
optimal.

e UMKM belum
seluruhnya
memanfaatkan
teknologi dalam
proses
pemasarannya

7 Terwujudnya Belum optimalnya e Pemahaman Kebutuhan akses
masyarakat yang pengembangan masyarakat digital masyarakat
cerdas digital. KIM yang belum

merata terkait
literasi dan
keamanan digital

8 Dukungan e Belum * Belum * Semangat
implementasi tersedianya meratanya menuju smart

kebijakan tata kapasitas sarana city s_udah
dan prasarana mulai
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Sasaran Renstra
Kementerian
Kominfo

Permasalahan

Pelayanan SKPD

digitalisasi Kelola komunikasi diimplementasi
pemerintah. keamanan internal kan di
informasi. penunjang pemerintah
e Belum operasional pusat dan
terintegrasinya pemerintah. beberapa
semua e Sistem dan data daerah.
layanan pemerintah e Terbitnya
pemerintah pusat dan Peraturan
berbasis daerah yang Presiden
elektronik belum Nomor 39
terintegrasi satu Tahun 2019
sama lain tentang Satu
Data
Indonesia
sebagai upaya
mempercepat
integrasi data
seluruh
instansi pusat
dan daerah
9 Meningkatnya e Kurangnya * Tingkat Kerjasama
kualitas ketersediaan kepuasan dengan media
pengelolaan sarana dan masyarakat center yang
informasi dan prasarana berkur_ang sudah mulai
komunikasi publik. dalam (survei 2018) terbangun
optimalisasi karena
fungsi media berkurangnya
center. kecepatan_
« Masih penyampaian
kurangnya |nformas!,
. ST ketersediaan
diseminasi . .
informasi di
dan layanan .
informasi media bglum
. terpenuhi, dan
publik yang .
dilaksanakan !uga bapyak
. informais hoaks
sesuai dengan
startegi
komunikasi.
e Belum
optimalnya
partisipasi
masyarakat
dalam
penyebaran
informasi
publik
10 | Terwujudnyatata | e Belum e Kesadaran * Kewenangan
kelola optimalnya pemerintah yang menerb_ltkan
pemerintahan integrasi belum merata regulasi
yang baik. layanan terkait integrasi tentang tata
. - kelola
pemerintah sistem .
e Kurangnya pemerintahan. pemerintahan
kesadaran
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Sasaran Renstra
Kementerian

Permasalahan
Pelayanan SKPD

Kominfo Penghambat Pendorong
dan e Belum berbasis
pemahaman meratanya elektronik
tentang implementasi
pentingnya Satu Data

peranan data
sebagai dasar

sehingga data
yang digunakan

acuan untuk
perencanaan perencanaan
dan masih tumpang
pembangunan tindih

Selain penelahaan terhadap Renstra Kementerian Kominfo, perlu juga

menelaah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui faktor
penghambat dan faktor pendorong di tingkat pemerintah provinsi.

Adapun hasil penelaahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3-4 Hasil Penelaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran
Faktor

Renstra
Diskominfo
Provinsi
Kalimantan
Timur

Permasalahan
Pelayanan SKPD

Penghambat

e Infrastruktur,

Pendorong

e Pelaksanaan

sistem

Meningkatkan e Belum
penerapan SPBE optimalnya tata korllten,. program
Kelola dan aplikasi, dan SPBE
layanan TIK; sumber daya * Konsep
e Belum ma.nu5|a belum “Kalimantan
optimalnya optimal; _ Timu.r Smart
kematangan * Regulasi Province”
sistem kewenangan menjadi
manajemen belum kebutuhan
keamanan terimplementasi mencapai
informasi; kan Smart
e Belum econ_c_)my,
tersedianya mop|I|ty,
kebijakan tata envwonn?e_nt,
Kelola people, living,
keamanan governance,
informasi; e Telah
terbangun
data center.
Meningkatnya e Belum * Belum * Adanya
kualitas dan terorganisirya dilaksanakanny komltmen
a tata kelola pemerintah
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Sasaran

Renstra
Diskominfo Permasalahan
Provinsi Pelayanan SKPD
Kalimantan Penghambat Pendorong
Timur
kuantitas Informatika layanan TIK daerah
infrastruktur TIK yang dimiliki yang efektif; terhadap
oleh tiap-tiap o Keterbatasan pengembang
SKPD SDM teknis an
terkait bidang komunikasi
kominfo (TIK) dan
informatika;
e Banyaknya
regulasi yang
mendukung
pengembang
an TIK
Meningkatnya e Belum * Belum adanya e Tuntutan
layanan optimalnya standar publik
keterbukaan partisipasi pengelolaan terhadap
informasi dan masyarakat konten.dan keterbukaan
komunikasi dalam strategi informasi dan
publik penyebaran .penyeba.ran transparansi
informasi publik informasi;
« Kurangnya e Belum bakunya
ketersediaan pola arus data
sarana dan ?nforma.si antar
prasarana instansi
dalam
optimalisasi
fungsi media
center;
- Masih
kurangnya
diseminasi dan
layanan
informasi publik
yang
dilaksanakan
sesuai dengan
startegi
komunikasi;
Meningkatnya Belum optimalnya Keterbatasan Kebutuhan
sarana dan sarana dan anggaran organisasi yang
prasarana kerja prasarana semakin
meningkat
Meningkatnya Kurangnya * Perenganaan Komitmen
sistem pelayanan | kesadaran dan yang dilakukan semua unsur
perencanaan dan | pemahaman masih belum Dinas Kominfo
pelaporan tentang pentingnya berdasarkan dalam
peranan data pada hgsﬂ melaksanakan
sebagai dasar evaluasi tugas;
acuan program dan
perencanaan dan kegiatan tahun
pembangunan sebelumnya;
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Sasaran
Renstra
Diskominfo
Provinsi
Kalimantan
Timur

Permasalahan
Pelayanan SKPD

Penghambat

e Belum
terintegrasinya
aplikasi sistem
perencanaan
dengan sistem
monitoring dan
evaluasi secara
online
dikarenakan

Pendorong

aplikasi yang
ada belum
efektif untuk
mendukung
pengendalian
dan evaluasi;
Meningkatnya Belum optimalnya Keterbatasan ¢ Tersedianya
kompetensi kapasitas SDM di kapasitas sumber saranya
sumber daya bidang TIK, statistik | daya; penlngkatan
aparatur sektoral. kapasitas
sumber daya
aparatur,;
¢ Banyaknya
Lembaga
pendidikan
bidang
komunikasi
dan
informatika;
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3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sebagai dokumen perencaaan di tingkat OPD, penyusunan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang harus mempedomani
RTRW Kota Bontang. Penyelenggaraan penataan ruang telah diatur
dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang terdiri dari kegiatan
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang meliputi rencana umum
dan rencana rinci tata ruang. Dalam menjalankan Program yang
dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung misi ke-1
yaitu “Kota Bontang HARMONI melalui pemantapan dan sinergi dan
kolaborasi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam
pembangunan”. Penyelarasan dokumen Renstra OPD dengan RTRW
bertujuan agar terwujudnya keselarasan antara perencanaan strategis
pada dokumen Renstra dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur
dan rencana pola ruang wilayah. Renstra OPD tidak bertentangan
dengan penataan ruang wilayah di Kota Bontang. Hal ini dilakukan
sebagai upaya pengendalian pembangunan di Kota Bontang agar tetap
aman, lestari, dan nyaman. Adapun hasil telaahannya, adalah sebagai

berikut.

Tabel 3-5 Hasil Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Faktor

Rencana Tata
Permasalahan

Pelayanan SKPD

Ruang Wilayah

(RTRW)
Pengembangan Belum 1. Sinkronisasi | 1. .Ke.butuhan
Jaringan tetap (fiber tercakupnya program Jaringan
optic dan Stasiun seluruh wilayah belum internet dan
Telepon Otomat) dan dengan FO terwujud telepon untuk
jaringan bergerak secara serentak | 2 Adanya komunikasi
(jaringan internet dan masih terdapat keterbatasan khususnya e-
menara beberapa blank anggaran Gov sangat
telekomunikasi spot area dan mendesak
seluler) belum semua 2. Telah adanya
operator selular dukungan
beroperasi di regulasi
Kota Bontang. pendukung
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Hasil telaah terhadap RTRW menunjukkan bahwa adanya elemen di
RTRW yang langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Diskominfo,
yaitu pengembangan jaringan, yang terdiri dari jaringan tetap dan
jaringan bergerak. Hal ini menjadi peluang bagi Diskominfo untuk
mengembangkan pelayanannya kepada pemerintah maupun
masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan
lancar karena ada banyak faktor penghambatnya sehingga perlu
adanya tindakan antisipatif terhadap faktor tersebut supaya pelayanan

yang diberikan maksimal.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Telaah terhadap berbagai dokumen di atas, menghasilkan berbagai
permasalahan, potensi, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi ke
depan. Berdasarkan hasil analisis, maka Isu Strategis Dinas Komunikasi

dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang, adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Akses Publik Terhadap Informasi Publik. Kondisi ini

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum optimalnya layanan
informasi publik dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalan
penyebaran informasi publik.

2. Belum Optimalnya Integrasi Layanan Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Hal ini berkaitan dengan adanya permasalahan terkait

belum optimalnya tata kelola dan layanan TIK dan belum optimalnya

kematangan penerapan sistem manajemen keamanan informasi.

Beberapa agenda prioritas terkait isu tersebut yaitu peningkatan dan
pengelolaan layanan informasi publik dan sistem layanan pemerintahan
yang terintegrasi. Sehingga diharapkan dengan dukungan dari layanan
publik dan layanan informasi pemerintahan yang terintegrasi dapat
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya.
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BAB 4.

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator
kinerja jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Kota Bontang untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Pernyataan tujuan dan
sasaran merupakan pernyataan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan adalah
suatu kondisi yang ingin dicapai, sementara sasaran merupakan upaya untuk
mencapai tujuan tersebut. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran beserta

indikator kinerja Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun

Indikator Kondisi Ke:
Tujuan Sasaran Tujuan/ REWIED Awal
SEEEIEW 202012021 | 507 | 2023 | 2024 | 2025
. 3,29 3,50 3,75 4,00 4,25 4,25
Indikator
Tuiuan: Predikat
Meningkatnya Indeks SPBE Baik Baik S::ﬁ(at S;:g(al Memuaskan Memuaskan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Indikator
Yang Sasaran:
Memanfaatkan Meningkatnya . Poin/
Teknologi Akses Terhadap H_asn Skor 92,49 92,49 92,49 92,49 92,50 92,50
Informasi Dan Informasi Publik Pemeringkatan
Komunikasi Keterbukaan
Dalam Informasi Publik
Memberikan
Layanan Publik Meningkatnya Indikator
Penyelenggaraan Sasaran: Tingkat/
Pemeriptahan Indeks SPBE Legvel 3,33 3,50 3,67 3,83 4,00 4,00
Berbasis (Domain Tata
Elektronik Kelola TIK)

Pernyataan tujuan dan indikator kinerja Diskominfo mengikuti pernyataan
sasaran dan indikator sasaran RPJMD Kota Bontang periode berkenaan.

Hasil rumusan tujuan Renstra yang ingin dicapai adalah Meningkatnya
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Dalam Memberikan Layanan Publik, hal ini sangat selaras

terhadap target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk mendukung pencapaian
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Sasaran 1.1 yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel Dan Partisipatif.

Adapun untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut melalui 2 (dua) sasaran
dengan indikatornya, yaitu Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik
dengan indikator Hasil Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan
indikator Indeks SPBE (Domain Tata Kelola TIK). Sasaran dan indikator
sasaran tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Gambar 4-1 Kerangka Berpikir Pencapaian Tujuan Renstra

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang

Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam —
Memberikan Layanan Publik

Tujuan

Indeks SPBE

Tujuan

Indikator

Meningkatnya
Meningkatnya Akses Penyelenggaraan
Terhadap Informasi Publik Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Sasaran
Kondisi yang ingin dicapai

Indeks SPBE

Hasil Pemeringkatan

Keterbukaan Informasi Publik (Domain Tata Kelola TIK)

Indikator
Sasaran

f
Indikator setingkat Outcame
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Tabel 4-2 Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)! Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Indikator Kondisi Target Kinerja Tahun Ke-

Sasaran Strategis Kinerja Utama | Satuan Awal
(IKU) 2020/2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Komisi Informasi Propinsi Kaltim memberikan penilaian
akhir sebagai berikut:

. Hasil
Meningkatnya AkSQS Pemeringkatan Poin/ 1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
1 | Terhadap Informasi Keterbukaan Skor 92,49 | 92,49 92,49 | 92,49 | 92,50 | 92,50 Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;

Publik Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;

Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9;
Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9

Informasi Publik

apwd

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan
kegiatan Evaluasi SPBE untuk mengetahui capaian
kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan

Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Indeks SPBE . .- . .
2 Penyel_enggaraan (Domain Tata Tingkat/ 333 350 | 367 | 383 400 4,00 Penilaian p_ad_a pelaksanz_ia_tn S_.PBE dilakukan melalui
Pemerintahan Kelola TIK) Level struktur penilaian yang terdiri dari:

Berbasis Elektronik a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang

dinilai;

b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE
yang dinilai; dan

c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek
pelaksanaan SPBE yang dinilai.

1 Permenpan RB Nomor 09 Tahun 2007
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BAB 5.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Bontang untuk periode 5 (lima) tahun

mendatang. Penyataan strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan harus

memiliki konsistensi dan relevansi dengan pernyataan visi dan misi RPJMD

Kota Bontang periode berkenaan dengan pernyataan tujuan, sasaran, strategi,

dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun konsistensi

dan relevasi pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5-1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Terwujudnya Kota Bontang yang lebih Hebat dan Beradab

Misi 1: Kota Bontang yang HARMONI melalui pemantapan sinergi dan

kolaborasi

pembangunan

Meningkatnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Yang
Memanfaatkan
Teknologi
Informasi Dan
Komunikasi
Dalam
Memberikan
Layanan Publik

Meningkatnya
Akses
Terhadap
Informasi
Publik

pemerintah, masyarakat,

Meningkatkan
kecukupan informasi
masyarakat dengan
ketersediaan layanan
informasi publik yang
berkualitas, serta dapat
diakses secara mudah
dan cepat.

dan dunia usaha dalam

Peningkatan peran serta
komunitas masyarakat/
mitra strategis pemerintah
daerah yang
menyebarkan informasi
dan kebijakan pemerintah;

Peningkatan jumlah
konten informasi terkait
program dan kebijakan
pemerintah sesuai dengan
strategi komunikasi
(STRAKOM);

Peningkatan jumlah
diseminasi dan layanan
informasi publik yang
dilaksanakan sesuai
dengan strategi
komunikasi (STARKOM)
dan SOP yang telah
ditetapkan.
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Meningkatkan data
statistik sektoral yang
berkualitas dan
terintegrasi

Meningkatnya | 1.

Tata Kelola
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik

Mengembangkan
sistem layanan
publik yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi

Meningkatkan
layanan internet
yang ideal bagi
layanan publik,
masyarakat dan
Perangkat Daerah
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Penyusunan Buku Profil
Daerah;

Pengumpulan dan
Updating Data statistik
sektoral sebagai bahan
Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Pengembangan SDM
Statistik yang unggul dan
berdaya saing.

Fasilitasi Implementasi
Layanan Aplikasi Umum
dan Layanan Khusus
yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
perundang - undangan;

Peningkatan Layanan
SPBE (layanan publik dan
layanan pemerintahan)
yang tercantum dalam
dokumen proses bisnis
yang telah di
implementasikan secara
elektronik;

Peningkatan jumlah
layanan publik dan
layanan administrasi yang
terintegrasi dengan sistem
penghubung layanan
pemerintah;

Peningkatan jumlah PD
yang menggunakan
layanan dan menyimpan
data pada pusat data
pemerintah;

Penyediaan sarana bagi
PD untuk berinovasi
mendukung Smart City;

Pengembangan SDM
pengelola TIK yang
tersertifikasi kompetensi di
bawah pengelolaan Dinas
Kominfo;

Peningkatan jumlah
layanan publik,
masyarakat dan PD yang
menggunakan akses
internet yang berkualitas
yang disediakan Dinas
Kominfo.



Meningkatkan penerapan 1. Peningkatan jumlah

keamanan informasi kegiatan strategis yang
seluruh PD berdasarkan telah diamankan melalui
kriteria SNI ISO/IEC kegiatan pengamanan
27001 sinyal;

2. Peningkatan jumlah
sistem elektronik yang
telah menerapkan prinsip
Sistem Keamanan
Informasi;

3. Penilaian resiko pada
sistem elektronik dan
kegiatan kontra
penginderaan yang
dilakukan kepada aset
informasi fisik untuk
mendeteksi ada tidaknya
kerawanan;

4. Penetapan Pola
Hubungan Komunikasi
Sandi (PHKS) pada
seluruh titik yang
diamankan.
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Tabel 5-2 Target Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2021-2026

Kondisi Target Strategi dan Arah Kebijakan Pada Tahun Ke-
Strategi Arah Kebijakan Awal
2020/2021
1. Peningkatan peran serta komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah daerah X X X X X X
Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah;
dengan ketersediaan layanan informasi publik yang 2. Peningkatan jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah = = = 4 4 5
berkualitas, serta dapat diakses secara mudah dan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM);
cepat. ’ . o . ] ) .
3. Peningkatan jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan
sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan. X
1. Penyusunan Buku Profil Daerah; X X X X X X
Meningkatkan data statistik sektoral yang berkualitas 2. Pengumpulan dan Upd.ating Data statistik sektoral sebagai bahan Perencanaan - - - - 5 -
dan terintegrasi Pembangunan Daerah;
3. Pengembangan SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing. O O I I O O
1.  Fasilitasi Implementasi Layanan Aplikasi Umum dan Layanan Khusus yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan; ¢ X X X ¢ X
2. Peningkatan Layanan SPBE (layanan publik dan layanan pemerintahan) yang
tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah di implementasikan secara X X X
elektronik;
3. Peningkatan jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi a -
1. Mengembangkan sistem layanan publik yang dengan sistem penghubung layanan pemerintah;
diselenggarakan secara online dan terintegrasi 4. Peningkatan jumlah PD yang menggunakan layanan dan menyimpan data pada
2. Meningkatkan layanan internet yang ideal bagi pusat data pemerintah; X X X
layanan publik, masyarakat dan Perangkat !
Daerah 5.  Penyediaan sarana bagi PD untuk berinovasi mendukung Smart City; O O 4 4 ¢ ¢
6. Pengembangan SDM pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah
pengelolaan Dinas Kominfo; o o X X X X
7. Peningkatan jumlah layanan publik, masyarakat dan PD yang menggunakan akses
internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo. X X X X X X
1.  Peningkatan jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan = X = O = =
pengamanan sinyal, - - -
2. Peningkatan jumlah sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem X = X X X X
Meningkatkan penerapan keamanan informasi Keamanan Informasi;
seluruh PD berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 3. Penilaian resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang 0 0 R R = =
dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan;
4.  Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) pada seluruh titik yang O O O X X X
diamankan.
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BAB 6.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas
Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang. Program adalah penjabaran
kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah bagian dari program
yang berupa aksi praktis dalam menopang pencapaian program. Oleh karena itu,
rencana program dan kegiatan adalah langkah operasional untuk mewujudkan tujuan
dan sasaran Diskominfo. Adapun rencana program dan kegiatan beserta pendanaan
Diskominfo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan

kegiatan sebagai berikut :

1.1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD
1.2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan
sebagai berikut :
1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.2.3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan

sebagai berikut :

1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
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1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai

berikut :

1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.4.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan

sub kegiatan sebagai berikut :

1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya
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2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.

2.1.12.

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan

Komunitas
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi

Pemerintah Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Publik

Layanan Hubungan Media

Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Manajemen Komunikasi Krisis

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan sebagai berikut :

3.1.Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Penatalaksanaan dan  Pengawasan  e-government  dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan

Berbasis Elektronik
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistemm Keamanan Informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
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3.1.7.

3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas

dan Kota Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi

dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3.2.Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

3.2.1.

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan sebagai berikut :

4.1.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan

Diseminasi Data Statistik Sektoral
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan

Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Membangun Metadata Statistik Sektoral

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan

kegiatan sebagai berikut :

5.1.Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

5.1.1.

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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5.2.Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

5.2.1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring

Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2.2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya

Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

5.2.3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5.2.4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
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Tabel 6-1 Rencana Program dan Kegiatan? serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
egiatan (outcome dan output)

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Satuan Periode RPIMD

Tahun 2021 Tahun 2023

Rp rget

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Tahun 2020

14.890.275.607

16.870.266.223

Tahun 2022
e

21.965.000.000

18.796.375.145

19.231.679.073

Tahun 2024 Tahun 2025
““

19.585.101.804

20.177.476.452

PROGRAM PENUNJANG URUSAN layanan
21601 T S T e o % 100,00 9.203.501.505 100,00 8.830.201.019 100,00 10.849.860.678 100,00 10.634.090.760 | 100,00 10.740.431.668 | 100,00 10.847.835.985 100,00 11.498.706.144
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja | Lorsedianya Dokumen Perencanaan
21601201 Poranotat Desran A Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen 3 1.550.000 4 42.295.000 4 46.524.500 4 50.000.000 4 55.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000
Daerah
2160120101 ;2’;{:5“““ Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersusun Dokumen 3 1.550.000 4 42.295.000 4 46.524.500 4 50.000.000 4 55.000.000 4 50.000.000 4 50.000.000
216012.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pori e e Bulan 12 5.658.850.016 12 6.083.921.780 12 7.368.865.611 12 7.402.240.760 12 7.466.306.668 12 7.465.035.985 12 7.588.461,144
21601 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN i‘;’;}'::"g:ﬁg“‘”a' yang menerima Gajf dan Orang 100 5.656.102.516 100 6.075.983.410 100 7.360.133.403 100 7.392.440.760 100 7.455.526.668 100 7.455.235.985 100 7.578.661.144
2160120205 :Eﬁi',d.'lf‘::dr‘\’;';(ig"y"s”"a" Laporan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1 1.150.000 3 4739.185 3 5.213.104 3 5.800.000 3 6.380.000 3 5.800.000 3 5.800.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2160120208 | [ SR FEEE Jang terausin Dokumen 1 1,597.500 2 3199185 2 3519104 2 4,000,000 2 4,400,000 2 4.000.000 2 4,000,000
21601 2.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Layanan ‘l‘)i';"i"is"m Bulan 12 299.933.400 12 100.510.000 12 234.758.000 12 260.000.000 12 121.000.000 12 110.000.000 12 260.000.000
g
2160120502 | Fengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan Stel 75 299.933.400 75 49,500,000 75 134.758.000 75 150.000.000 - - - - 75 150.000.000
21601 2.05 09 ?E;‘:f:‘:: S::g:f'a"““" Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Orang - - 10 51.010.000 15 100.000.000 15 110.000.000 15 121.000.000 15 110.000.000 15 110.000.000
21601205 Administrasi Umum Perangkat Daerah ;z;';k;:a"l"g:'iya"a" Adpisuesiboun Bulan 12 1.574.460.014 12 1.223.400.619 12 1.093.338.085 12 1.152.750.000 12 1.159.525.000 12 1.152.750.000 12 1.152.750.000
21601 2.06 01 Instalasi Li Jenis dan Jumiah Komponen Instalas Listrik yang Jenis 5 10.299.097 5 2.999.534 5 3.299.487 5 3500.000 5 3.850.000 5 3.500.000 5 3.500.000
Bangunan Kantor di bel
21601 2.06 02 Peralatan dan Kantor j::': g;’;ﬁ‘“m'a" Peralatan dan Perlengakapan Jenis 10 1.245.438.958 10 565.639.765 10 236.504.436 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000 10 250.000.000
216 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis dan Jumlah Bahan Logistik Kantor yang dibeli Jenis 10 51.563.140 10 181.220.301 10 170.138.096 10 185.000.000 10 185.000.000 10 185.000.000 10 185.000.000
216012.0605 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;::'ja‘fgr“ Jumlah Barang yang di cetak dan di Jenis 10 31.735.637 10 46.396.019 10 51.035.621 10 55.000.000 10 60.500.000 10 55.000.000 10 55.000.000
2160120606 | Peyediaan Banan Bacaan dan Peraturan Jenis dan Jumiah Bahan Bacaan yang dibeli setiap Jenis 5 3.050.000 5 7.665.000 5 8.431.500 5 9.250.000 5 10.175.000 5 9.250.000 5 9.250.000
Perundang-undangan bulan
216 01 2.06 09 Rapat inasi dan Jumlah Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsuttasi ke Kali 30 232.373.182 30 419.480.000 30 623.838.945 30 650.000.000 30 650.000.000 30 650.000.000 30 650.000.000
SKPD Luar Daerah yang di ikuti
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jumlah Sarana Penunjang Urusan Pemerintah =
216012.07 e e Daarah yang disedt Unit 1 398.280.000 0 - 2 500.000.000 0 - 0 - 0 - 2 300.000.000
1 Dinas O atau " " " .
21601 2.07 02 Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan Unit 1 398.280.000 - - 2 500.000.000 - - - - - - 2 300.000.000
21601208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Bulan 12 945.358.800 2 949.400.800 12 1.050.412.880 12 1.157.100.000 12 1.271.600.000 12 1.397.550.000 12 1.535.495.000
Pemerintahan Daerah
216012.0801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikelola, Surat Bermaterai Lembar 300 4,050.000 300 3.900.000 420 4.290.000 450 4.850.000 450 4.850.000 450 4.850.000 450 4.500.000
21601 2.08 02 E::%fd'“" Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan gﬁ:‘;\"'"g Jasa Sumber Daya yang dibayar setiap Rekening 3 4.000.000 3 480.000 3 6.600.000 3 7.250.000 3 7.250.000 3 7.250.000 3 7.000.000
2160120804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah TKD Penerima Gaji Bulan 12 937.308.800 12 945.020.800 12 1.039.522.880 12 1.145.000.000 12 1.259.500.000 12 1.385.450.000 12 1.523.995.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang
21601 2.09 e £ Al B et Bulan 12 325.069.275 12 430,672,820 12 555,961,602 12 612,000.000 12 667.000.000 12 672,500,000 12 612,000,000
216012.0901 | dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau J::'SSIE'QI#“;T:" Kendaraan Dinas/ Operasional Unit 10 201.694.275 10 283.808.000 10 295.688.800 10 325.000.000 10 350.000.000 10 350.000.000 10 350.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan yang dip
iaan Jasa i Biaya
216012.0902 | Pajak dan Perizinan Dinas O Jumiah yang di Servis dan Berizin Unit 10 9.150.000 10 8.500.000 10 9,350,000 10 12.000.000 10 12.000.000 10 12.000.000 10 12,000,000
atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah Lokasi Prasarana Gedung Kantor yang
2160120000 | pontlRERRER Dipeihar Titik - - - - 2 50.000.000 2 50.000.000 2 55.000.000 2 60.500.000 2 50.000.000
2160120011 | bemeliharaan/Renabiltasi Sarana dan Prasarana Jenis dan Jumiah Sarana dan Prasarana Jenis 5 114.225.000 5 138.364.820 5 200.922.802 5 225.000.000 5 250.000.000 5 250.000.000 5 200.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara

2 Permendagri 90 Tahun 2019
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Data Capaian pad:

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Perencana
Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Satuan hun 2020 hun 2021 hun 2022 hun 2023 hun 2024 hun 2025 Kondisi Kinerja Pada Akhir
Kegiatan (outcome dan output) Periode RPIMD.
Target Target Target Target Target Target Target
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui
2162 POBLIK Kebijaikan Dan Program Prioritas Pemerintah % 45,04 1.692.057.900 47,88 3.079.717.139 47,89 1.690.041.853 47,90 1.166.562.630 48,00 1.189.893.883 48,10 1.213.601.760 48,10 1.237.965.506
Dan Pemerintah Daerah Kota
Persentase diseminasi dan layanan informasi
publik yang dilaksanakan sesuai STRAKOM dan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
) o ) SOP yang telah ditetapkan
21602201 nfoimasilden IRAEIIS 1.692.057.900 3.079.717.139 1.690.041.853 1.166.562.630 1.189.893.883 1.213.601.760 1.237.965.59
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota e R Y e T A eS e
Persentase komunitas masyarakat/ mitra
strategis daerah yang menyebarkan informasi % 20,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dan kebijakan pemerintah
216 022.0102 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Laporan Monitoring Isu Publik di Media Laporan 12 54.176.700 12 23.859.003 12 26.244.903 12 30.000.000 12 30.000.000 12 30.000.000 12 50.000.000
2160220104 Penge""a”."P?b'l‘l‘ke“ dan Perencanaan Media Jumlah Konten yang di Produksi Konten 24 100.680.000 24 351.019.360 24 221.121.296 24 200.000.000 24 220.000.000 24 220.000.000 24 250.000.000
2160220105 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Media Cetak dan Elektronik yang di kelola Jenis 2 217.189.200 2 171.693.000 2 145.862.300 2 150.000.000 2 165.000.000 2 165.000.000 2 150.000.000
Terlaksananya Layanan Informasi Publik Sesuai
21602 2.0106 Pelayanan Informasi Publik dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Kali 1 214.512.000 1 234.384.648 1 136.823.113 1 150.000.000 1 165.000.000 1 165.000.000 1 150.000.000
Informatika Nomor 117 Tahun 2010
2160220107 | Layanan Hubungan Media Jumlah Kerjasama Media Media 13 827.000.000 13 1.948.770.000 13 825.000.000 13 331.562.630 13 334.803.883 13 281.101.760 13 287.965.506
Tersedianya layanan pemberdayaan dan
2160220110 | Pengualan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi penyediaan akses informasi bagi media dan Layanan . . . . 1 50,000.000 1 55.000.000 . - 1 50,000.000 1 50.000.000
uol lembaga komunikasi publik
2160220112 Media dan Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang Kelompok 15 278.500.000 15 349.991.128 15 284.990.241 15 250.000.000 15 275.000.000 15 302.500.000 15 300.000.000
i} Kemitraan Komunitas dibina T U U T T U T
Persentase Layanan Publik Yang
Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi % 9,32 31,00 34,00 38,00 41,00 45,00 45,00
21603 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3.784.377.945 4.527.958.069 9.020.307.813 6.560.353.133 6.865.984.901 7.044.758.575 6.961.899.228
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
‘Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang % 80,64 80,64 80,64 80,64 83,87 83,87 83,87
Disediakan Oleh Dinas Kominfo
sistem ik dalam
i % 9,32 9,32 16,95 29,66 22,37 55,08 55,08
Pengelolaan e-government Di Lingkup Persentase ruang publik yang mem
21603 2.02 i B e T e % 60,00 3.784.377.945 60,00 4.527.958.069 65,00 9.029.307.813 70,00 6.560.353.133 80,00 6.865.984.901 85,00 7.044.758.575 85,00 6.961.899.228
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang terhubung dengan akses internet yang % 80,64 80,64 80,64 80,64 83,87 83,87 83,87
oleh Dinas Kominfo
dan e Jumlah dan Terhadap
216032.0201 | dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aplikasi d OPD Aplikasi 2 546.237.895 2 237.138.264 2 260.852.090 2 285.000.000 2 313.500.000 2 344.850.000 2 350.000.000
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Tersusunnya Rencana Induk dan Anggaran . . . . . . . i . .
2160320202 | FHOON otbecis Elaktronte ettt Dokumen 1 100.000.000 1 100.000.000
216032.0203 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 1. Akses internet yang disediakan Bulan 12 1.762.458.910 12 3.062.071.750 12 7.218.278.925 12 4.250.353.133 12 4.417.484.901 12 4.414.908.575 12 4.411.899.228
2.Tersedianya Sarana Penunjang Pusat Data Jenis 2 2 2 2 2 2 2
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Jumlah Layanan Sistem Komunikasi Intra
2160320204 | orVESRO9Tedn > Pamarintal Dacrah Layanan - - - - 1 640.000.000 1 700.000.000 1 770.000.000 1 770.000.000 - 700.000.000
i dan Sir isasi Sistem i dan Si isasi Sistem "
2160320205 | | SOKS Koo iormos: Kali - - - - 1 100.000.000 1 125.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 - 150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi inasi dan Sinkronisasi Data )
2160320206 | [oiehed ekttt tthobetn Kali - - - - 1 100.000.000 1 125.000.000 1 150.000.000 1 150.000.000 - 150.000.000
1.Tersedianya Layanan Pengembangan Aplikasi
o . terintegrasi, Integrasi Layanan Publik dan
21603 2.0207 gengem:’ahngag’*f’"kas';a:‘ P’”:es Bisnis Kepemerintahan; "g"a”“" % 495.154.190 % 374.125.488 % 411.354.240 % 500.000.000 % 500.000.000 ; 500.000.000 % 500.000.000
emerintahan Berbasis Elektron 2.Jumlah Tenaga Informasi dan Teknologi yang rang
mendapat Gaji
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Terintegrasi layanan antar sistem pemerintahan
2160320208 | porveh Mincrbiaty Apliasi - - - . - . 3 100.000.000 3 125.000.000 3 145.000.000 1 150.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Tersedianya konsep pengembangan smart city di
2160320209 | o i Cerdas dan Kota Cordas dsoran Dokumen - - - - - - - 125.000.000 - 140.000.000 - 145.000.000 1 150.000.000
pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya 1.Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi
] o Su f Informasi dan Komunikasi yang Tersedia Jenis 5 5 5 5 5 5 5
216032.0210 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah ° ; 980.526.950 854.622.567 198.822.558 250.000.000 250.000.000 275.000.000 300.000.000
Dacrah 2.Jumlah Tenaga Informasi dan Teknologi yang Orang 4 4 4 4 4 4 4
mendapatkan gaji
1.Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan dan
2160320211 | FeN0e Chief Officer  Senfiasi GCIO dibanah sensi st dari NSP orang . - - - w0 100.000.000 w0 100.000.000 w0 100.000.000 w0 100.000.000 . E
(cclo) Konsep Tata Kelola TIK onsep - -
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Bidang Urusan Pemerintahan, Program dan
Kegiatan

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
(outcome dan output)

Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Satuan

ian pada Tahun Awal
Perencan
Tahun 202

Target ‘

Rp

Target

Tahun 2021

Target

Tahun 2022

Target Kinerja Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Target

Tahun 2023

e ae

Target

Ry

Target

Rp

Kondisi Kinerja Pada Akhir

Target

Periode RPIMD

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

‘Yang Menggunakan Data Statistik Dalam % 100 100 100 100 100 100 100
Daerah
22002 RO G AN PENYELENGGARAAN STATISTIK 70.817.150 143.346.200 198,822,558 218.704.814 218.704.814 240,575,205 240,575,295
Persentase OPD Yang Menggunakan Data.
Statistik Dalam Melakukan Evaluasi % 100 100 100 100 100 100 100
Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup. Persentase data statistik sektoral yang
22002201 Daetah KabupateniKota e e % 100 70.817.150 100 143.346.200 100 198.822.558 100 218.704.814 100 218.704.814 100 240.575.295 100 240.575.295
inasi dan Sinkronisasi 1. Terkoordinasinya dengan BPS dalam pembakuan Kali 3 3 3 3 3 3 3
220022.0101 Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik konsep data Buku 1 70.817.150 1 104.471.200 1 154.286.858 1 154.286.858 1 160.000.000 1 169.715.544 1 166.586.025
Sektoral 2.Tersusunnya Buku Statistik Sektoral
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah Jumlah kapasitas SDM yang mengikuti diklat dalam
2200220202 | dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Orang - - - - - - 2 19.882.256 1 13.704.814 - - - -
Terintegrasi Terintegrasi
i Terlaksananya sensus, survei, atau kompilasi )
22002 2.0303 Membangun Metadata Statistik Sektoral produk administrasi statistik sektoral Kali - - - - - - - - - - - - - -
2200220404 | Gepnokatan Kapasitas Kelembagaan Statisti Terlaksananya Workshop Kali . . . . . . . . . . . . 1 25.000.000
2200220505 | Pengembangan Infrastruktur Jumlah Sarana Penunjang yang tersedia Jenis - - - - - - - - - - 2 21.870.481 - -
22002201 06 g:g;'f"gg""’"“ Otorisasi Statistik Sektoral di Jumlah Analisis/Publikasi Statistik Sektoral Publikasi - - 3 38.875.000 3 44.535.700 3 44,535,700 3 45,000.000 3 48.989.270 3 48.989.270

22102 UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah % 36,12 139.521.107 36,12 289.043.797 46,51 196.967.098 62,02 216.663.808 77,52 216.663.808 85,27 238.330.189 85,27 238.330.189
il untuk
221022.01 i : informasi i daer: % 100 139.521.107 100 289.043.797 100 196.967.098 100 216.663.808 100 216.663.808 100 238.330.189 100 238.330.189
Informasi Daerah
kabupaten/kota
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan N
2210220101 | Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah JK“’:'a'a‘ sop ‘f’:" aturan mengenal tata kelola Dokumen . . - . . . - - . - 5 20,000,000 - -
Dacrah Kabupaten/Kota eamanan Informasi yang Tersusun
Analisis dan Jumlah Sarana Penunjang Keamanan Informasi
2210220102 Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Pemerintah Daerah yang disediakan Jenis 3 95.792.125 3 219.488.798 3 132.556.599 3 132.556.599 3 135.000.000 3 135.000.000 3 140.000.000
Daerah Kabupaten/Kota i yang disedr
Informasl i Terlaksananya Keamanan Informasi Berbasis
221022.0203 Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan . ’ Sistem - - - - - - 2 19.696.710 1 16.663.808 3 18.330.189 3 23.330.189
0 Elektronik dan Non Elektronik
Non Elektronik
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Jumlah Aplikasi/ Website yang dilakukan Uji Aplikasi/
221022.0104 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Keamanan Website 3 43.728.982 3 69.554.999 3 64.410.499 3 64.410.499 3 65.000.000 3 65.000.000 3 75.000.000
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BAB 7.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan di Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Bontang. Kinerja yang dikemukakan adalah indikator kinerja
Diskominfo untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin
dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-
indikator dari impact dan outcome, indikator kinerja pembangunan merupakan alat
ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome

ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang yang
berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai
berikut:
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Tabel-7-1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPIJMD Kota Bontang

Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun

Urusan Program Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan P;c(i;]:;\;\;al
2020/ 2021 2022 2023 2024 2025

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran
Informasi dan Komunikasi | Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui

Publik Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan % 45,04 47,88 47,89 47,90 48,00 48,00
Pemerintah Daerah Kota
1. Persentase Layanan Publik Yang
KOMINFO Diselenggarakan Secara Online Dan % 9,32 31,00 34,00 38,00 41,00 41,00
Terintegrasi
Aplikasi Informatika
2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) Yang Terhubung Dengan Akses % 77,42 80,64 | 8064 | 8064 | 8387 | 8387

Internet Yang Disediakan Oleh Dinas
Kominfo

1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah

(DC;'ID;% m’;‘%&i’;gg’g:‘;kg‘nggﬁa Statistik % 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Pembangunan daerah

Penyelenggaraan Statistik

STATISTIK Sektoral

2. Persentase OPD Yang Menggunakan Data
Statistik Dalam Melakukan Evaluasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan
PERSANDIAN Persandian Untuk Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah % 36,12 46,51 62,02 77,52 85,27 85,27
Pengamanan Informasi

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN| 51



Tabel 7-2 Formulasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)® yang Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bontang

Urusan Program Indikator Kinerja Kunci (IKK) Formulasi

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran

Informasi dan Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah £100%
Komunikasi Publik Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Jumlah Penduduk °
Kota
KOMINFO 1. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100%
f - ; - X
Secara Online Dan Terintegrasi Jumlah Layanan Publik ?

Aplikasi Informatika

2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo o
Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Jumiah OPD x100%

Disediakan Oleh Dinas Kominfo

1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah

x100%

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumiah OPD
STATISTIK Statistik Sektoral
2. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100%
Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Jumlah OPD Ao
Penyelenggaraan - . :
" . . . Jumah nilai per area keamanan informas
PERSANDIAN Persandian Untuk Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah = el per ar o '%100%

. Jumlah area penilaian
Pengamanan Informasi

3 Permendagri 18 Tahun 2020
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BAB 8.

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2021-2026
merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Capaian keberhasilan Renstra ini sangat ditentukan oleh beberapa hal
diantaranya; kesiapan kelembagaan, kesiapan ketatalaksanaan, kesiapan

kepegawaian, dan pendanaan serta komitmen seluruh pimpinan dan staf Diskominfo.

Selain itu, untuk menjamin dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik maka setiap
tahun harus dilakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan bentuk respon
terhadap berbagai dinamika yang muncul baik berasal dari internal maupun eksternal
organisasi sehingga mengharuskan adanya perubahan atau revisi terhadap muatan
dokumen tersebut tanpa merubah substansi tujuannya.

Dokumen Renstra ini harus dijadikan pedoman penyusunan dokumen RKA
Diskominfo Tahun 2021 -2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan tujuan dan sasaran yang dicita-citakan
akan tercapai. Hal ini dapat terwujud apabila dalam pelaksanaanya mengedepankan
prinsip-prinsip good governance dan senantiasa meningkatkan kinerja secara kontinu

di seluruh unit kerja Diskominfo.
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LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
TAHUN 2021 - 2026

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang
Tahun 2021 - 2026

Ketua Tim Penyusun :

RIRIN SARI DEWI, S.IP, M.Si
NIP. 197304171999032007
PEMBINA TK. I (IV/b)

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini telah disetujui oleh Pendamping dari
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang untuk dapat diajukan
sebagai lampiran Peraturan Walikota

Pendamping :

SYARIFUDDIN, SE, M.Si
NIP. 197312122010011007
PENATA TK. I (I11/d)

Mengetahui :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Drs. DASUKI, M.Si
NIP. 196706081992031016
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)




PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gedung Graha Taman Praja, Blok | Lantai 3, Jalan Moh. Roem Kel. Bontang Lestari
e-mail : diskominfo@bontangkota.go.id website : diskominfotik@bontangkota.go.id

Telepon (0548) 5116504, 20326, Faksimile (0548) 20329
BONTANG - KALIMANTAN TIMUR

*

21,

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
NOMOR : 05 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang . 1. Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan
pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang sesuai arah
kebijakan dan visi misi Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021 - 2026 maka
perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka
perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bontang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;



Menetapkan

KESATU

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Bontang
Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Bontang.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Bontang, dengan susunan Jabatan sebagaimana tersebut

dalam lampiran keputusan ini.

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Bontang Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama di

maksud mempunyai tugas :

1. menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU),
indikator program, kegiatan periode sebelumnya;

2. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
mencapai target indikator periode lalu;

3. menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan

urusan yang ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;



KEDUA

KETIGA

10.

11.

melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan
yang ditangani Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;
melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di
masyarakat;

melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran
pelayanan dinas komunikasi dan informatika;

melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;

melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Bontang;

melaksanakan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan
sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan kepala daerah
kepada kepala dinas;

melaksanakan penentuan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang disusun berdasarkan
pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;

menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan Rencana Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang tahun 2021- 2026;

Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Bontang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BONTANG
Pada Tanggal : 01 Juni 2021

KEPALA DINAS,

Drs. DASUKI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196706081992031016




LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
NOMOR : 05 TAHUN 2021

TANGGAL : 01 Juni 2021

TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG TAHUN 2021-2026

NO JABATAN JABATAN DALAM TIM
(1) 2 (3
KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT
1 Sekretaris Dinas Ketua
2 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Wakil Ketua
3 Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Wakil Ketua
4 Kepala Bidang Statistik dan Persandian Wakil Ketua
5 Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretaris
6 Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Anggota
KELOMPOK KERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Sekretaris Dinas Ketua
2 Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Wakil Ketua
3 Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Wakil Ketua
4 Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretaris
5 Kepala Seksi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Anggota
6 Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Anggota
7 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government Anggota
8 Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Anggota
KELOMPOK KERJA URUSAN STATISTIK DAN PERSANDIAN
1 Sekretaris Dinas Ketua
2 Kepala Bidang Statistik dan Persandian Wakil Ketua
4 Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan Sekretaris
5 Kepala Seksi Data dan Statistik Anggota
6 Kepala Seksi Tata Kelola Keamanan dan Persandian Anggota
Ditetapkan di BONTANG
Pada Tanggal 01 Juni 2021

KEPALA DINAS,

Drs. DASUKI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196706081992031016
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